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DALAM PENANGANAN PERKARA PIDANA YANG 
DILAKUKAN ANGGOTA POLRI 
 
Puspita Nirmala, SH.,MH1 
 
Abstrak :Peran Propam dalam penanganan perkara pidana merupakan 
unsur pengawas dan pembantu pimpinan dimana Provost bertugas dan 
berperan dalam hal penegakan disiplin. Serta  pertanggung jawaban hukum 
terhadap anggota Polres Jayapura Kota yang melakukan tindak pidana 
dilakukan dengan cara pelaksanaan sidang disiplin terhadap yang 
bersangkutan, sidang disiplin dapat dilaksanakan apabila ada rekomendasi 
dari Atasan yang berhak menghukum untuk pelaksanaan sidang disiplin 
dan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri juga merupakan 
pelanggaran terhadap peraturan disiplin dan Kode Etik Profesi Polri.  
 
Kata Kunci : Peranan, Propam, Perkara Pidana, Anggota Polri 
 
PENDAHULUAN 
Pada era Globalisasi, aktivitas kehidupan manusia seakan tidak 
mengenal batas ruang dan waktu dimana dengan didukung oleh derasnya 
arus informasi dan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan serta 
teknologi, kualitas dan kuantitas kejahatan semakin meningkat dengan 
modus operandi yang lebih bervariasi dan canggih serta sulit 
pembuktiannya mulai dari kejahatan yang bersifat konvensional, kejahatan 
terorganisir, kejahatan kerah putih sampai pada kejahatan yang 
aktivitasnya lintas negara atau dikenal dengan kejahatan transnasional. 
Situasi dan kondisi ini merupakan tantangan tersendiri bagi Polri sebagai 
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institusi yang dipercaya masyarakat dalam melindungi, mengayomi, dan 
melayani masyarakat, menegakkan hukum, memelihara keamanan dan 
ketertiban masyarakat. Oleh karena itu berbagai pola perpolisian terus 
dikembangkan hingga diharapkan mampu menekan terjadinya setiap 
permasalahan kehidupan masyarakat agar tidak terjadi kejahatan atau 
gangguan kamtibmas lainnya. 
Berangkat dari pemikiran bahwa “kejahatan adalah produk dari  
masyarakat dan institusi polisi ada karena kebutuhan masyarakat” saat ini 
Polri berusaha mendekatkan diri kepada masyarakat dan menggali segala 
potensi yang ada di masyarakat, untuk mendeteksi dan mencegah sedini 
mungkin kejahatan serta   meneyelesaikan   kejahatan   hingga   ke   akar-
akarnya dengan harapan kehidupan masyarakat yang “Tata Tentrem Kerta 
Raharja” yang artinya usaha menata atau mengatur untuk memberikan rasa 
aman bagi seluruh anggota masyarakat agar mereka dapat berkarya untuk 
kesejahteraan masyarakat dapat tercipta. Namun disisi lain disadari bahwa 
saat ini kepercayaan masyarakat terhadap Polri masih rendah, bahkan 
ketakutan masyarakat pada sosok keberadaan anggota Polri masih tinggi 
akibat stigma yang melekat pada Polri di masa lampau yang cenderung 
menonjolkan  kekerasan  dan  kekuasaan  dari  pada  tindakan  kepolisian 
yang berlandaskan aturan hukum dan menghargai Hak Asasi Manusia2. 
Tugas Divisi Propam secara umum adalah membina dan 
menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengamanan 
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internal termasuk penegakan disiplin dan ketertiban dilingkungan Polri dan 
pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan 
anggota Polri yang dalam struktur organisasi dan tata cara kerjanya Propam 
terdiri dari 3 (tiga) bidang fungsi dalam bentuk sub organisasi disebut 
Pengamanan Internal (Paminal), Bidang profesi, dan Provost. 
Setiap jajaran Kepoisian di tingkaat ke wilayahan dibentuk 
Satuan/Unit Propam Polri berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 
2010. Kepolisan Resor Jayapura Kota merupakan satuan kepolisian 
wilayah yang mempunyai wilayah hukum di Kota Jayapura. Pada Satuan 
Polres Jayapura Kota dibentuk Unit Propam yang bertugas untuk membina 
dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban   profesi   dan   
pengamanan   internal   termasuk  penegakan disiplin dan ketertiban 
dilingkungan Polres Jayapura Kota dan pelayanan pengaduan masyarakat 
tentang adanya penyimpangan tindakan anggota Polres Jayapura Kota. 
Unit Propam telah banyak menemukan penyimpangan yang dilakukan oleh 
anggota dan tidak sedikit pula menerima laporan dari warga masyarakat 
yang melaporkan tentang adanya oknum anggota yang melakukan 
pelanggaran hukum dan bahkan melaporkan oknum anggota yang telah 
melakukan perbuatan pidana. 
Atas dasar temuan dan adanya laporan tersebut, sehingga Propam 
Polres Jayapura Kota melakukan tugas dan wewenangnya untuk menindak 
oknum anggota tersebut dengan melakukan proses pemeriksaan dan juga 
proses sidang disiplin bahkan sidang kodek etik untuk menindak tegas 
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oknum anggota yang terbukti melakukan tindak pidana dan telah menerima 
vonis hakim yang telah berkekuatan hukum tetap atas perbuatan tindak 
pidana yang dilakukan. Berdasarkan latar belakang tersebut, sehingga 
menarik untuk dilakukan penelitian yang berhubungan dengan tugas dan 
kewajiban Propam Polres Jayapura Kota sehingga dalam penelitian ini akan 
dilalukan kajian atas peran Propam dalam penanganan perkara pidana 
yang dilakukan anggota Polres Jayapura Kota, serta  pertanggung jawaban 
hukum terhadap anggota Polres Jayapura Kota yang melakukan tindak 
pidana. 
 
 
 
PEMBAHASAN DAN ANALISIS 
 
Tugas dan Wewenang Kepolisian. 
 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 
Republik Indonesia pada Pasal 1 menjelaskan bahwa Kepolisian adalah 
segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. keamanan dalam negeri 
merupakan syarat utama dalam mendukung terwujudnya masyarakat 
madani yang adil, makmur dan beradab berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar negera Republik Indonesia Tahun 1945. 
Pemeliharaan keamanan dalam negeri  melalui upaya penyelenggaraan 
fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban 
 
Peranan Propam Polres Jayapura Kota….. Puspita Nirmala 
LEGAL PLURALISM : VOLUME 3 NOMOR 2, JULI  2013 216 
 
masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan 
pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik 
Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan 
menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pasal 12 Undang-Undang  Nomor 2 
Tahun 2002 menjelaskan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik 
Indonesia adalah: 
1) Memelihara keamanan dan keteriban masyarakat; 
 
2) Menegakkan hukum; 
 
3) Memberikan perlindungan, pengayoman dan  pelayanan  kepada 
masyarakat. 
Pasal 14 ayat (1) menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas 
pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik 
Indonesia bertugas: 
1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli 
terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; 
2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, 
ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan; 
3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, 
kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat 
terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; 
4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional; 
5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; 
6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap 
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kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk 
pengamanan swakarsa; 
7) Melakukan Penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana 
sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-
undangan lainnya; 
8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, 
laboraturium forensic dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas 
kepolisian; 
9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan 
lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau berencana 
termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung 
tinggi hak asasi manusia; 
10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum 
ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang; 
11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan 
kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta 
12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. 
 
 
Divisi Profesi dan Pengamanan Polri 
 
Berhubungan dengan pelaksanaan tugas Polri, maka setiap insan 
bhayangkara harus menjunjung tingi etika profesi polri yang merupakan 
kristalisasi nilai-nilai Tribrata yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta 
 
Peranan Propam Polres Jayapura Kota….. Puspita Nirmala 
LEGAL PLURALISM : VOLUME 3 NOMOR 2, JULI  2013 218 
 
mencerminkan jati diri setiap anggota Kepolisian Negera Republik 
Indonesia dalam wujud komitmen moral yang meliputi pada pengabdian, 
kelembagaan dan kenegaraan, selanjutnya disusun kedalam kode etik 
profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
Profesi Kepolisian adalah profesi yang berkaitan dengan tugas 
kepolisian baik dibidang operasional maupun di bidang pembinaan 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 
tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kode etik profesi kepolisian 
mengikat secara moral, sikap dan perilaku setiap anggota Polri. 
Pelanggaran terhadap kode etik profesi kepolisian harus dipertanggung 
jawabkan di hadapan sidang komisi kode etik profesi guna pemuliaan 
profesi kepolisian. Divisi Profesi dan Pengamanan POLRI dibentuk sejak 
Polri dikeluarkan dari status ABRI untuk dikembalikan sebagai Polisi sipil.  
Organisasi Propam dibentuk dalam bentuk Divisi yang dipimpin oleh 
seorang Kepala Divisi yang dikenal dengan sebutan Kepala Divisi (Kadiv) 
yang berpangkat Bintang Dua dengan sebutan Inspektur Jenderal Polisi 
(Irjen Pol). Propam mempunyai tugas dan fungsi sebagai pelindung dan 
pengayom masyarakat serta bertanggung jawab terhadap penegakan 
disipilin dan ketertiban dilingkungan Polri dan senantiasa bekerja di dalam 
koridor hukum dan dalam setiap pelaksanaan tugasnya senantiasa 
bersemangat serta berani dan tegas dalam menegakkan kebenaran dan 
hukum tanpa dapat dipengaruhi oleh pihak manapun3. 
                                                   
3 Bagus Ekodanto, Pemaknaan Tribrata, Catur Prasetya, Kode Etik Profesi 
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Setiap anggota Propam senantiasa menjunjung tinggi pedoman 
hidup Polri yaitu Tribrata dan Catur Prasetya dan dalam pelaksanaan tugas 
harus memiliki ketajaman dalam mencari dan menemukan fakta hukum 
untuk mengungkap kebenaran yang nyata namun disisi lain harus 
memberikan rasa keadilan yang senantiasa menjadi pedoman bagi anggota 
Polri dalam menjaga objektifitas dalam menangani setiap pelanggaran yang 
dilakukan oleh anggota Polri. Setiap anggota Propam juga harus mampu 
mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan dalam menegakkan hukum demi 
mewujudkan Polri yang profesional, proporsioal dan selalu dicintai oleh 
masyarakat dengan melandaskan hukum sebagai dasar dari pelaksanaan 
tugas dan dalam bertindak harus berdasarkan norma yang ada, baik norma 
hukum, agama maupun norma-norma lain yang berkembang di 
masyarakat.  
Propam Polri mempunyai semboyan yang berbunyi “Profesional, 
Disiplin, Akurat dan Beretika”. Tugas Divisi Propam secara umum adalah 
membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi dan 
pengamanan internal termasuk penegakan disiplin dan ketertiban 
dilingkungan Polri dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya 
penyimpangan tindakan anggota maupun pns polri yang dalam struktur 
organisasi dan tatacara kerjanya propam terdiri dari tiga bidang fungi dalam 
bentuk sub organisasi disebut Pus Paminal, Pus Bin Prof dan Pus Provost. 
                                                   
Polri Dan   Komitmen Moral Dalam Rangka Reformasi Birokrasi Polri, Rastra Samara, 
Jayapura, 2009. hal.10 
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Fungsi pertanggung jawaban profesi dipertanggung jawabkan kepada Pus 
Bin Prof, sedangkan secara khusus adalah melakukan pengamanan 
dilingkungan internal organisasi Polri dipertanggung jawabkan kepada Pus 
Paminal dan dalam penegakan disiplin dan ketertiban dilingkungan Polri 
dipertanggung jawabkan kepada Pus Provost4. 
 
Proses Penanganan Perkara Pidana 
 
Proses Penanganan Perkara Pidana dimaksudkan untuk 
menunjukkan rangkaian tindakan/perbuatan dalam rangka penanganan 
suatu perkara pidana. Hal ini sesuai arti kata “Proses” yaitu rangkaian 
tindakan atau perbuatan atau pengolahan yang menghasilkan produksi. 
Dalam hal ini dimaksudkan bahwa proses penanganan perkara pidana 
sasarannya adalah mencari dan mengumpulkan bukti guna menemukan 
tersangka. 
Proses penanganan perkara dimulai sejak terjadinya Delik (tindak 
pidana) sampai adanya putusan peninjauan kembali serta permohonan 
grasi oleh terpidana5. Rangkaian proses penanganan perkara pidana 
secara singkat digambarkan sebagai berikut : 
 
Penyelidikan 
 
Secara umum penyelidikan atau dengan kata lain disebut penelitian 
adalah langkah awal atau upaya awal untuk mengidentifikasi benar dan 
                                                   
4 Divisi Propam Polri, Sejarah Propam, (http://propam polri.go.id, diakses 
5 April 2014) 
5 Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan 
dan Penyidikan), Sinar Grafika, 2009. hal.4 
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tidaknya suatu peristiwa pidana itu terjadi. Dalam perkara pidana, 
penyelidikan atau penelitian itu adalah langkah-langkah untuk melakukan 
penelitian berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan untuk 
memastikan apakah  peristiwa  pidana  itu  benar-benar  terjadi  atau  tidak 
terjadi.6   
Menurut  Pasal 1  butir 5  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana   
(KUHAP)   bahwa   “Penyelidikan   adalah   serangkaian tindakan penyelidik 
untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak 
pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan 
menurut cara yang diatur dalam undang-undang”. Dengan perkataan lain 
bahwa penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan. Kalimat mencari dan 
menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana berarti 
penyelidik berupaya atas inisiatif sendiri untuk menemukan peristiwa yang 
diduga sebagai tindak pidana. Akan tetapi dalam kenyataan sehari-hari, 
penyelidik/penyidik baru mulai melaksanakan tugas setelah adanya 
laporan/pengaduan dari pihak yang dirugikan. 
 
Penyidikan 
 
Menurut ketentuan Pasal 1 butir 2 KUHAP bahwa : “Penyidikan 
adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang 
diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti 
yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi 
                                                   
6 Hartono, Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan 
Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, 2010. hal.18 
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dan guna menemukan tersangkanya”. Berdasarkan rumusan tersebut 
bahwa tugas utama penyidik adalah mencari dan mengumpulkan bukti yang 
dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang 
terjadi untuk menemukan tersangka. Untuk tugas utama tersebut, penyidik 
diberi wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 KUHAP. 
Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan sesuatu 
peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu 
kepada Penuntut Umum dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya 
Penyidikan sesuai dengan Pasal 109 ayat (1) KUHAP. Setelah bukti-bukti 
dikumpulkan dan yang diduga tersangka telah ditemukan, maka penyidik 
menilai dengan cermat, apakah cukup bukti untuk dilimpahkan kepada 
Penuntut Umum(Kejaksaan) atau ternyata bukan merupakan tindak pidana. 
Jika ternyata penyidik berpendapat bahwa peristiwa tersebut bukan 
merupakan tindak pidana maka penyidikan dihentikan demi hukum dan 
penghentian  penyidikan  ini  diberitahukan  kepada  Penuntut  Umum   dan 
kepada tersangka atau keluarganya7. 
 
Peranan Unit Propam Dalam Penanganan Perkara Pidana. 
Propam Polri dalam Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2012 
tentang susunan organisasi dan tata kerja satuan organisasi pada tingkat 
Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Propam merupakan 
unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada dibawah Kapolri. 
                                                   
7 Op.Cit, hal.11-13 
 
Peranan Propam Polres Jayapura Kota….. Puspita Nirmala 
LEGAL PLURALISM : VOLUME 3 NOMOR 2, JULI  2013 223 
 
Tugas Propam secara umum adalah membina dan menyelenggarakan 
fungsi pertanggung jawaban profesi dan pengamanan internal termasuk 
penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri dan pelayanan 
pengaduan masyarakat tentang adanya  penyimpangan tindakan Anggota 
/ Pegawai Negeri Sipil Polri. Hal yang dapat diadukan ke Propam Polri 
adalah penyimpangan tindakan anggota / pegawai negeri sipil Polri yang 
berhubungan dengan pelanggaran terhadap kode etik profesi polisi, 
pelanggaran disiplin, tindak pidana, dan korupsi, kolusi serta nepotisme 
yang dilakukan oleh anggota / PNS Polri. 
Polri sebagai aparat penegak hukum di Negara hukum tidak 
menjadi kebal hukum melainkan Polri tetap terikat kepada aturan-aturan 
hukum, prosedur- prosedur hukum dan sekaligus bertanggung jawab 
berdasarkan hukum. Sistem pertanggung jawaban hukum Polri merupakan 
gambaran penyelesaian berdasarkan hukum admnistrasi maupun hukum 
pidana atas tindakan-tindakan penyimpangan atau  kesewenangan 
anggota  Polri secara personal dalam pelaksanaan   fungsinya. 
Penyimpangan perilaku oknum anggota polisi merupakan gambaran umum 
tentang kegiatan petugas polisi yang tidak sesuai dengan wewenang resmi 
petugas, wewenang organisasi, nilai dan standar perilaku sopan yang harus 
dilaksanakan8. 
Di Kepolisian Resor Jayapura Kota dibentuk Unit Propam yang 
                                                   
8 Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi, 
CV.Ramadja Karya, Bandung, 1998. hal. 112 
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menangani setiap laporan atau pengaduan masyarakat menyangkut 
anggota Polres Jayapura Kota yang diduga melakukan tindak pidana. Unit 
Propam Polres  Jayapura Kota dipimpin oleh seorang Perwira Polisi yang 
berpangkat Ajun Inspektur Polisi Satu (Iptu) dengan 10 (sepuluh) orang 
anggota unit Propam. Propam Polres Jayapura Kota menerima berbagai 
laporan atau pengaduan dari masyrakat ataupun dari keluarga dari anggota 
yang dilaporkan atau diadukan, sehingga sehubungan dengan adanya 
laporan atau pengaduan ini  kemudian langkah yang dilakukan oleh Kepala 
Seksi Propam Polres Jayapura Kota mendisposisikan kepada anggotanya 
untuk melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap anggota yang 
dilaporkan, selanjutnya melakukan pemanggilan dan pemeriksaan 
terhadap saksi-saksi lainnya yang berhubungan dengan peristiwa yang 
dilaporkan. Jika dari hasil pemeriksaan Kanit atau anggota yang melakukan 
penyelidikan mengarah pada terjadinya suatu peristiwa pidana yang 
dilakukan maka Kasi Propam segera melaporkan kepada Pimpinan dalam 
hal ini  Kapolres  Jayapura  Kota  serta  meminta  saran  dan  pendapat  
hukum untuk melimpahkan perkara tersebut ke Satuan Reskrim dengan 
tembusan Ankum dimana anggota tersebut ditugaskan. 
Anggota Paminal secara umum bertugas membina  dan  
menyelenggarakan pengamanan internal yang meliputi personel, materiil 
logistic seperti mengecek kelengkapan logistik internal yang digunakan oleh 
setiap anggota, melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang 
dilakukan oleh anggota, melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran 
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yang diduga dilakukan oleh anggota / PNS Polresta, sertaa melakukan 
penelitian, pencatatan, dokumentasi dan pengadministrasian terhadap 
setiap kegiatan anggota sesuai dengan lingkup tugasnya. 
Anggota Provost Polres Jayapura Kota secara umum bertugas 
melakukan pembinaan dan menyelenggarakan penegakan disiplin serta 
tata tertib  di lingkungan Polres Jayapura Kota, melakukan pemeliharaan 
dan pembinaan disiplin anggota, melakukan pemeriksaan, penuntutan dan 
pelaksanaan sidang pelanggaran disiplin anggota, melakukan pengawasan 
pelaksanaan putusan hukuman disiplin, melakukan pengawalan dan 
pengamanan pelaksanaan sidang disiplin atau sidang kode etik, mengecek 
absensi anggota, mengecek kesiapan anggota dalam setiap pelaksanaan 
apel atau upacara yang menjadi rutinitas sehari- hari anggota Polres 
Jayapura Kota. 
Salah satu contoh kasus yang pernah dilaporkan ke Unit Propam 
Polres Jayapura Kota adalah adanya laporan yang dilaporkan oleh seorang 
warga masyarakat yang menyangkut perbuatan salah satu anggota Polres 
Jayapura Kota yang melakukan perbuatan penganiyaan terhadap salah 
satu warga masyarakat yang berdomisili di Jalan Pemuda Kloofkamp 
Kelurahan Gurabesi Distrik  Jayapura Utara. anggota yang berinisial RM 
telah dilaporkan oleh warga yang berinisial AP yang menjadi korban 
penganiayaan dimana awalnya korban yang pulang berjualan kue dengan 
mengendarai sepeda motor tiba-tiba dicegat oleh RM yang dalam kondisi 
dipengaruhi minuman keras dan meminta sejumlah uang, namun karena 
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korban tersebut tidak memberikan, sehingga RM langsung melakukan 
pemukulan ke arah wajah AP sebanyak 2 (dua) kali hingga mengeluarkan 
darah pada hidung korban. Adanya perbuatan penganiayaan yang 
dilakukan tersebut sehingga AP melaportkan RM ke Propam Polres 
Jayapura Kota dengan dugaan perbuatan penganiayaan. 
 
 
 
 
Pertanggung Jawaban Hukum bagi Anggota Polres Jayapura Kota 
yang Melakukan Tindak Pidana. 
 
Pertanggung jawaban hukum terhadap anggota Polres Jayapura 
Kota yang melakukan tindak pidana seperti peristiwa penganiayaan yang 
dilakukan oleh RM terhadap  AP  dilakukan  dengan  cara  pelaksanaan  
sidang disiplin  terhadap yang bersangkutan, sidang disiplin dapat 
dilaksanakan apabila ada rekomendasi dari Atasan yang berhak 
menghukum (Ankum) untuk pelaksanaan sidang dimaksud. 
Pelaksanaan sidang disiplin terhadap terperiksa dilaksanakan 
sesuai dengan tahapan sidang yaitu : 
1. Pimpinan sidang memasuki ruang sidang dimana sebelumnya penuntut 
serta pendamping terperiksa telah berada sebelumnya di ruang sidang; 
2. Pimpinan sidang membuka jalannya sidang dengan mengetuk palu 
sebanyak 3 (tiga) kali; 
3. Pimpinan sidang mempersilahkan penuntut untuk menghadapkan 
terperiksa; 
4. Petugas Provost membawa masuk terperiksa ke ruang sidang; 
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5. Pimpinan sidang mempersilahkan terperiksa untuk menyebutkan 
identitasnya dengan menyebut nama, pangkat, nrp, jabatan dan 
kesatuan asal serta menanyakan kondisi terperiksa saat menjalani 
persidangan; 
6. Pimpinan sidang mempersilahkan penuntut membacakan sangkaan 
pelanggaran disiplin serta membacakan resume hasil pnyidikan; 
7. Pimpinan sidang memberikan kesempatan kepada penuntut dan 
pendamping terperiksa untuk memberikan pertanyaan kepada 
terperiksa secara bergantian; 
8. Penuntut membacakan tuntutan terhadap terperiksa; 
9. Pendamping terperiksa memberikan tanggapan dan pertanyaan 
terhadap terperiksa; 
10. Pimpinan siding membacakan putusan sidang disiplin; 
11. Setelah pembacaan putusan, kemudian pimpinan sidang menanyakan 
kepada terperiksa apakah menerima, menolak atau pikir-pikir atas 
putusan tersebut; 
12. Pimpinan sidang menutup sidang dengan mengetuk palu sebanyak 3 
(tiga)  kali. 
Menurut Ipda Bobby selaku Kanit Provost Polres Jayapura Kota 
bahwa pada dasarnya tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri juga 
merupakan pelanggaran terhadap peraturan disiplin dan Kode Etik Profesi 
Polri sehubungan dengan penjelasan Pasal 12 ayat (1) Peraturan 
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota 
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Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengaskan bahwa Penjatuhan 
hukuman disiplin tidak menghapus tuntutan pidana. Sehingga dalam hal ini 
proses penyidikan perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh 
RM terhadap AP diproses oleh Satuan Reskrim. 
Pada Tahun 2012 sampai dengan 2014 terdapat beberapa anggota 
Polres Jayapura Kota yang menjalani sidang Disiplin karena melakukan 
perbuatan yang melanggar aturan disiplin Polri serta ada juga berkas 
perkaaranya yang dilimpahkan ke Subbid Propam Polda Papua untuk 
menjalani sidang Kode Etik Profesi. Data dari Unit Propam Polres Jayapura 
Kota adalah sebagai berikut : Tabel : Pelanggaran / kasus yang dilakukan 
anggota periode Tahun 2012 – 2014. 
No Tahun Jenis Pelanggaran / Kasus Jumlah 
1. 
 
 
 
 
 
2 
. 
 
 
 
3. 
2012 
 
 
 
 
 
2013 
 
 
 
 
2014 
- Penganiayaan 
- Lalai dalam tugas 
- Penembakan 
- Menghilangkan Barang Inventaris 
- Disersi 
 
- Penganiayaan 
- Lalai dalam tugas 
- Miras 
- Disersi 
 
- KDRT 
- Lalai dalam tugas 
- Disersi 
2 
2 
2 
3 
9 
 
1 
1 
3 
7 
 
1 
1 
2 
  Sumber  : Propam Polres Jayapura Kota 
 
Dari data yang dihimpun bahwa antara tahun 2012 sampai dengan 
pertengahan Tahun 2014 terjadi pelanggaran / kasus yang dilakukan oleh 
Anggota Polres Jayapura Kota, pada Tahun 2012 terjadi 2 (dua) kasus 
 
Peranan Propam Polres Jayapura Kota….. Puspita Nirmala 
LEGAL PLURALISM : VOLUME 3 NOMOR 2, JULI  2013 229 
 
penganiayaan, 2 (dua) kasus perbuatan lalai dalam menjalankan tugas 
hingga menyebabkan tahanan melarikan diri, 2 (dua) kasus penembakan 
yang dilakukan anggota, 3 (tiga) kasus menghilangkan barang inventaris 
milik kantor berupa senjata api dan Handy Talky (HT), dan yang paling 
banyak kasus yang dilakukan oleh beberapa anggota adalah disersi atau 
lari dari tugas tanpa izin pimpinan, begitupun pada tahun 2013 terjadi 
beberapa pelanggaran / kasus yang dilakukan anggota yaitu 2 (dua) kasus 
pengaaniayaan yang dilakukan anggota, 1 (satu) kasus perbuatan lalai 
dalam menjalankan tugas menyebabkan tahanan melarikan diri, 3 (tiga) 
kasus mengkonsumsi minuman keras (mabuk), 7 (tujuh) kasus Disersi atau 
meninggalkan tugas dalam waktu yang lama tanpa izin dari pimpinan. 
kemudian pada Tahun 2014 pelanggaran / kasus yang dilakukan anggota 
Polres Jayapura Kota sampai pertengahan tahun berjalan adalah 1 (satu) 
kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), 1 (satu) kasus lalai dalam 
menjalankan tugas, dan 2 (dua) kasus Disersi. 
Terjadinya beberapa macam pelanggaran / kasus yang dilakukan 
oleh anggota Polres Jayapura Kota menunjukan bahwa walaupun 
peraturan disiplin bagi anggota Polri telah diberlakukan namun ada saja 
kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri yang 
sebenarnya mereka adalah pengayom dan pelindung bagi masyarakat. 
Dalam pelaksanaan tugas maupun di luar tugas tidak jarang ditemui 
anggota Polri yang menyalahgunakan kekuasaan maupun kewenangannya 
bahkan banyak yang melakukan tindak pidana.  
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Menurut Anggota Unit Propam Polres Jayapura Kota Bripka 
Rahman bahwa ada beberapa oknum anggota Polres Jayapura Kota yang 
melakukan peristiwa tindak pidana seperti penganiayaan, Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga, dan bahkan menggunakan senjata api di luar 
prosedur hukum, hal ini disebabkan oleh adanya sikap tidak disiplin daan 
mental yang buruk dari anggota yang bersangkutan serta kurang 
memahami tugas dan tanggung jawab selaku anggota Polri sehingga 
melakukan hal-hal buruk yang bertentangan dengan hukum serta 
memalukan bagi Institusi Polri. Seperti yang dijelaskan tersebut diatas, 
Menurut Brigpol Otto bahwa penyebab utama dari terjadinya pelanggaran 
atau kasus-kasus pidana yang dilakukan oleh anggota Polres Jayapura 
Kota berawal dari konsumsi minuman keras (Miras), awalnya anggota 
mengkonsumsi  minuman  keras  hingga  menyebabkan  mabuk  dan  tidak 
Kontrol sehingga terjadi tindak pidana yang dilakukan seperti 
penganiayaan, penembakan dan bahkan terjadi peristiwa penganiayaan 
terhadap keluarga sendiri. 
Tujuan penjatuhan hukuman disiplin kepada anggota Polri 
bertujuan  untuk mewujudkan rasa keadilan dan mampu menimbulkan efek 
jera bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin atau anggota 
yang lain agar tidak melakukan, dan dalam penjatuhan sanksi hukuman 
disiplin juga tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, namun apabila 
sanksi yang dijatuhkan hanya berupa teguran tertulis dapat diyakini bahwa 
sanksi berupa teguran tertulis memiliki efek yang sangat kecil dalam 
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menimbulkan efek jera terhadap anggota Polri yang melakukan 
pelanggaran disiplin atau tindak pidana.  
Tujuan hukuman disiplin juga untuk memperbaiki dan mendidik 
anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran disiplin ataupun yang 
melakukan tindak pidana, oleh karenanya Atasan yang  berhak menghukum 
(Ankum) hendaknya memeriksa terlebih dahulu dengan seksama setiap 
anggota yang melakukan pelanggaran atau tindak pidana. Hukuman yang 
dijatuhkan haruslah setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan sehingga 
hukuman disiplin yang dijatuhkan dapat diterima dengan rasa keadilan. 
Oleh karena itu dalam setiap penjatuhan tindakan atau hukuman disiplin 
hendaknya para Ankum harus mempertimbangkan suasana lingkungan 
dan suasana emosional anggota yang melanggar disiplin dan 
mempertimbangkan pula penggunaan kewenangan yang berlebihan dan 
tidak proporsional yang punya dampak merusak kredibilitas Kepolisian 
pada umumnya. 
Dalam penegakan hukum serta penegakan disiplin Polri, seorang 
Ankum dituntut untuk mampu memberikan sanksi kepada anggota yang 
melakukan pelanggaran atau tindak pidana sehingga pelanggaran sekecil 
apapun akan ditindak lanjuti dengan tindakan korektif atau sanksi dan 
penegakan  hukum  merupakan salah satu usaha untuk menciptakan 
kepatuhan, ketaatan, ketertiban,  keamanan guna terwujudnya suasana 
lingkungan sosial yang kondusif namun dalam pelaksanaannya harus di 
jiwai oleh tampilan sebagai sosok pelindung, pengayom dan pelayan 
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masyarakat sehingga dapat menjunjung supremasi hukum serta akan 
selalu di cintai oleh masyarakat. 
 
 
PENUTUP 
Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan masalah dalam bab 
pendahuluan, dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Peran Propam dalam penanganan perkara pidana yang dilakukan 
anggota Polres Jayapura Kota sangat penting karena merupakan unsur 
pengawas dan pembantu pimpinan dimana Provost bertugas dan 
berperan dalam hal penegakan disiplin diantaranya melakukan 
pemeriksaan, pemberkasan, dan membuat persangkaan serta 
penuntutan terhadap anggota Polisi yang melakukan suatu peristiwa 
pidana berdasarkan adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat. 
2. Pertanggung jawaban hukum terhadap anggota Polres Jayapura Kota 
yang melakukan tindak pidana dilakukan dengan cara pelaksanaan 
sidang disiplin terhadap yang bersangkutan, sidang disiplin dapat 
dilaksanakan apabila ada rekomendasi dari Atasan yang berhak 
menghukum untuk pelaksanaan sidang disiplin dan tindak pidana yang 
dilakukan oleh anggota Polri juga merupakan pelanggaran terhadap 
peraturan disiplin dan Kode Etik Profesi Polri sehubungan dengan 
penjelasan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 
2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik 
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Indonesia yang mengaskan bahwa Penjatuhan hukuman disiplin tidak 
menghapus tuntutan pidana. 
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